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PRAKATA

Kisah buku ini mulai di tahun 2014, ketika peristiwa mendam-
parkan saya di beberapa forum lokal, nasional, dan internasional
tentang pengajaran anti-korupsi di perguruan tinggi. Saya mulai me-
ngenali bahwa literatur pendukung yang berisi horizon latar belakang
bagi studi seperti itu belum tersedia di Indonesia. Saya bisa salah toral,
tetapi banyak teman yang jauh lebih tahu juga membenarkan. Lalu
berburu, memilih, dan mempelajari bahan terjadi dalam pasang-surut.
Dari akhir 2015 hingga akhir 2016, tugas lain yang melibatkan masuk-
keluar banyak negara dan kota menghentikan pengolahan bahan. Baru
di awal 2017, bahan-bahan dapat dikunyah kembali.

Cuma, saya tidak diberkati kemewahan waktu dan dana. Banyak
bahan riset untuk buku ini tersedia berkat kemurahan hati, dari terse-
dianya buku langka dan terbaru hingga akses ke jurnal misterius. Saya
ingin berterima kasih kepada jiwa-jiwa murah hati ini: Karlina Supelli,
Ibu Ratna Widiatmadja dan Bapak Andi Hartadi, Dinita Andriani
Putri, Astari Mareska Daenuwy, Sunaryo, Alamsyah M. Dja'far, Raditya
Kosasih, H. Angga Indraswara SJ, Klaus H. Raditio SJ, R. In Nugroho
Budisantoso SJ, I. Ismartono SJ, dan banyak lagi. Retno Triharjanti
di Sekretariat Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
menjamin lalu-lintas puluhan buku bahan penelitian. Mereka tidak
pernah bertanya untuk apa banyak buku dan artikel aneh jtu. Namun,
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mereka membuat bahan tersedia cepat, selalu percaya bahwa saya akan
mengolahnya bagi suatu keprihatinan. Monica Tanuhandaru telah
menjebloskan saya ke beberapa forum yang memicu gagasan buku ini.
Teman-teman serumah, di suatu rongga di Jakarta, menopang dengan
gizi prima dan kelancaran akses internet yang vital bagi pengumpul-
an bahan dan penulisan. Di Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Andi
Tarigan, Yosefine, Suprianto dan Fajarianto telah mengerahkan krea-
tivitas dan kecermatan bagi penerbitan buku ini; bolehlah gambar
sampul depan (karya Yosefine) diberi judul ‘pohon kehidupan disekap
kebatilan’.

Saya mempercayakan draft awal buku ini kepada pembacaan dan
interogasi Kanti (Muji Kartika Rahayu), ahli hukum, sarjana filsafat,
dan pengacara dengan perhatian khusus pada persoalan korupsi dan
kepentingan publik—ia juga membantu menyisir beberapa literatur;
dan Danang Widoyoko, teman dengan pengalaman panjang dalam
studi serta gerakan anti-korupsi, dan sekarang sedang menyelesaikan
studi PhD di Australian National University. Terima kasih untuk dua
pribadi itu yang telah membantu menjernihkan beberapa pokok di
buku ini. Banyak defisit dalam buku ini bukanlah akibat kelalaian me-
reka. Itu sepenuhnya tanggung jawab saya.

Apa yang tersaji di sini juga cara saya belajar memahami komplek-
sitas persoalan korupsi, karena itu niscaya mencerminkan banyak de-
fisit pemahaman saya. Juga dengan segala cacat dan defisit yang akan
memandu perbaikan, biarlah buku ini lebih dulu melihat harinya.

Jakarta, Agustus 2018
BHP



BAB 1

PENDAHULUAN

uku ini bukan panduan memberantas korupsi. Tidak juga buku
B ini berisi resep solusi. Jika karena itu Anda kecewa, saya sepenuh-
nya bersimpari pada kel itu. Sulit mengobati kek ha-
nya dengan kata dan diagnosa. Korupsi bukan untuk sekadar dipahami,
melainkan untuk ditanggapi. Namun, karena tak ada tanggapan di luar

pemahaman, keluhuran cita-cita perlu dirawat dengan pemahaman
atas simpang-siur gejala yang tidak serapi utopia di nirvana. Keluar dari
nirvana, pemahaman dan tanggapan terhadap korupsi bertemu dengan
ambiguitas, paradoks, ironi, dan campur-aduk nuansa. Apa yang disaji-
kan di buku ini adalah horizon untuk memahami kompleksitas itu.
Horizon itu akan merentang luas, sebab horizon yang sempit ada-
lah contradictio in terminis. Ada satu, dan hanya satu, pertanyaan yang
memandu: Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanya-
an tunggal itu. Saya sangsi buku ini telah menjawab pertanyaan itu.
Dari kejauhan, pertanyaan “apa itu korupsi?” ibarat sebuah gumpal-
an awan, dengan wujud dan batas yang jelas. Namun, ketika didekati
lalu dimasuki, wujud dan batas yang jelas itu buyar menjadi helai-helai
kabut terpencar, mengelak untuk ditangkap. Seperti itu juga membi-
dik arti konsep korupsi. Akan tetapi, mengapa upaya bagaikan me-
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ngejar fz gana ini tetap dilakukan? Latar belakang berikut telah

memicunya.

Pertama, sebatas saya ketahui, di Indonesia belum tersedia literatur
yang khusus menyajikan horizon pembahasan arti korupsi dengan ren-
tang cakupan luas untuk membantu pengembangan studi dan agenda
menanggapi persoalan korupsi. Tentu, lonjakan perhatian terhadap
luasnya gejala korupsi di Indonesia telah memicu munculnya banyak
tulisan dalam bentuk opini di media massa, survei persepsi, laporan
penelitian, artikel jurnal, beberapa buku kajian konseptual, dan ter-
utama cukup banyak buku panduan hukum penanganan korupsi.' Apa
yang terlihat masih kosong adalah kajian konseptual dengan rentang
cakupan luas yang mungkin dapat menjadi horizon bagi pemahaman
dan agenda tanggapan. Juga kalau apa yang disajikan dalam buku ini
tetap gagap belum menjawab pertanyaan “apa itu korupsi?”, cakrawala
yang tersaji di sini barangkali berguna.

Kedua, pada pertengahan 2015, beberapa teman dari Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) mengajak saya bergabung merintis pem-
bentukan sebuah jurnal ilmiah, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. Da-
lam rangka memilah dan memilih naskah yang layak ditimbang bagi

pemuatan, satu di antara beberapa soal yang menggelisahkan adalah

1 1 Reb

pa naskah yang masuk ke dewan

gnya kajian k

redaksi punya kualitas menjanjikan. Namun, sebagian besar bahkan ti-
dak menyebut apa yang dimaksud ‘korupsi’, atau juga mengapa definisi
tertentu lebih relevan dibanding kemungkinan definisi lain. Kegelisah-
an itu memunculkan kesan bahwa soalnya bukan terletak pada kurang-

karena h kajian konseptual.

nya minat,
Begitu pula, dalam proses charting di beberapa WhatsApp Groups, diam-
diam saya sering membaca sergahan mematikan yang membuyarkan
arus perdebatan: “Apa itu korupsi?” Diskusi berhenti, tanpa jawaban,
lalu sunyi. Tanpa mengecilkan minat memahami masalah korupsi yang
melonjak seiring luasnya gejala, dapat dikatakan bahwa studi korupsi
di Indonesia perlu lebih intensif digulati. Mungkin upaya membuka
horizon yang disajikan dalam buku ini punya manfaat.
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Ketiga, pokok terakhir di atas mengantar ke alasan lebih mendalam.
Korupsi bukan sekadar omongan dan wacana. Korupsi se-nyata seperti
hujan, se-konkret seperti perang. Seperti semua gejala hasil perilaku
manusia, korupsi itu produk kaitan dunia praktik dan gagasan. Jus-
tru karena itu, segala perjuangan menanggapinya juga tidak berope-
rasi di luar pergulatan gagasan. Pokok ini berlaku dalam semua proses
pemberadaban—dari demokrasi sampai hak asasi, dari gerakan ekologi
hingga pemberantasan korupsi. Maka, bolehlah urgensinya dirumus-
kan lebih lugas: gerakan menanggapi korupsi tidak akan punya daya
berkel di tataran pemah De-

ber j tanpa di I

Pang perg!

ngan visi itu, horizon konseptual korupsi coba disajikan dalam buku
ini, kalau-kalau saja berguna. Tidak lebih, tidak kurang.

Bagaimana melibati pertanyaan “apa itu korupsi?” yang membentuk
buku ini? Cara melibati seperti apa yang ditempuh untuk sampai pada

apa yang disajikan? Pertanyaan ini gkut perkara dol

1.1. Catatan Metodologis I

Ketika memulai pencarian untuk menjawab apa yang dimaksud korup-
si, saya mengira dapat lugas menarik keluar pengertian ‘korupsi’ yang
tersembunyi dalam khasanah literatur. Seberapa pun sulit cara menarik
keluar, apa yang dimaksud korupsi dapat dikenali ibarat barang jelas
yang terselip dalam tumpukan jerami. Saya keliru. Dalam perjalanan
mencari, apa yang tetjadi adalah bahwa arti korupsi memang dapat
dikenali dalam banyak seks (zext) klasik, tetapi idiom dan isi konsep ko-
rupsi itu tidak dapat dipahami di luar konteks (con-text) sejarah, politik,

sosial, kultural, dan ek i zaman. Ringk k

untuk

keluar arti korupsi dari persembunyiannya, pemahaman konteks men-
jadi niscaya.

Mulailah kisah berburu dalam belantara sejarah pemikiran, dengan
kegagapan dan harapan. Pemburuan itu melibatkan perjalanan masuk
ke banyak wilayah: sejarah, filsafat, teologi, politik, sosiologi, ekonomi,
antropologi, psikologi, hukum, bahkan kriminologi. Mengapa arti ko-
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rupsi yang di zaman kuno mencakup unsur sangat luas kini menciut
menjadi sekadar penyelewengan jabatan publik pemerintahan? Perta-
nyaan itu sulit dqawab tanpa memahami corak alam berpikir zaman
modern yang digerakkan prinsip giki b bival

dan mmpur-aduk.2 Melalui cara berpikir itu, campur -aduk dan keti-
dakjelasan ambigu antara ranah privat dan publik (yang dilihat seba-
gai sumber korupsi) lalu mengalami pemisahan lebih tegas sejak abad
ke-19. Sulit memahami perubahan itu tanpa menempatkannya dalam

konteks gagasan filsafat serta transformasi politik dan ekonomi selama
abad ke-17 hingga ke-19. Mengapa pada dekade 1960-an dan 1970-
an terjadi perdebatan antara kubu “korupsi sebagai minyak pelumas”
dan “korupsi sebagai pasir pengganjal”?® Sulit memahami perdebatan
itu tanpa menilik konteks pembangunan di negara-negara yang baru
saja merdeka setelah Perang Dunia II. Sulit pula memahami mengapa
soal korupsi menjulang menjadi perhatian seluas dunia dalam beberapa
dasawarsa terakhir, tanpa mengerti peran garda-depan World Bank dan
Transparency International 4

Dalam khasanah literatur, sangat biasa terjadi proses begini. Da-
lam rangka meneliti perkara besar seperti keadilan, kebudayaan, atau
politik—yang tidak punya urusan dengan tema korupsi—seorang pe-
neliti “tersandung” topik korupsi. Tanpa mengakomodasi topik itu,
masalah penelitian tidak dapat dijelaskan secara memadai. Misalnya,
topik korupsi terkesan tidak dilibati para antropolog hingga akhir de-
kade 1990-an. Rupanya yang terjadi adalah begini. Sejak lama para an-
tropolog meneliti soal nepotisme, mafia, personalisme, kekeluargaan,
dan jaringan informal. Dalam rangka meneliti tema-tema yang tidak
dimaksudkan terkait langsung dengan soal korupsi itu, mereka ter-
sandung topik korupsi. Dari situ pula perhatian para antropolog pada
topik korupsi berkembang.’ Apa yang terjadi dalam buku ini adalah
arah sebaliknya. Dalam rangka melibati pertanyaan “apa itu korupsi?”,
si pemburu tersandung topik-topik besar filsafat, sejarah, politik, atau
ekonomi yang memanggil-manggil perhatian. Tanpa mengakomodasi
persoalan besar itu, tujuan pencarian akan menderita cacat yang lebih
tidak tertanggungkan.
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Itulah mengapa horizon yang tersaji di buku ini begitu merentang.
“Apa itu korupsi?” yang terdengar sederhana di awal lalu puh
bukaan horizon. Bukankah ini terlalu ambisius? Lebih fatal lagi,
bukankah itu mengorbankan ‘kedalaman’ demi lagak ‘keluasan’? Ja-
wabannya lebih pasti. Mengingat salah satu maksud buku ini adalah
menawarkan horizon yang rupanya masih kosong dalam studi korupsi
di Indonesia, apa yang dengan sadar ditempuh di sini adalah pilihan

keluasan. Misalnya, bisa saja fokus diarahkan hanya pada arti korupsi
dalam pemikiran Aristoteles, atau Machiavelli, atau tradisi Islam, atau
Max Weber, atau paham korupsi dalam kebijakan World Bank. Kon-
sentrasi pada satu irisan bidang itu sungguh dibutuhkan. Namun, jika
tujuannya adalah menyediakan horizon, fokus seperti itu lebih mengha-
silkan gambaran sebuah ‘ruang’ ketimbang ‘cakrawala’. Apakah dengan
itu kedalaman telah dikorbankan? Bukan saya yang berhak menilainya.
Untuk sementara, biarlah itu menjadi cacat yang sengaja dipeluk.

Apa yang tersaji dalam buku ini terbentuk dari sumber yang dipin-
jam dari beragam bidang: studi klasik, se]a:ah filsafat moral, filsafat

litoloei. ek i I
4

politik, teologi, p i, antropologi, dan be-

berapa lain. Jika diperas lagi, dua bidang utama telah didayagunakan
sebagai perangkat, yaitu ilmu-ilmu sosial dan filsafat. Ilmu sosial me-
nyangga dengan daya investigatif pola gejala, sedangkan filsafat me-
nopang dengan daya penetrasi makna—terutama corak filsafat yang
integral dalam teori sosial, politik, dan ekonomi. Dalam proses me-
neliti, amat sering terjadi momen termangu di perbatasan keduanya.
Tatkala berada di momen ilmu-ilmu sosial, suntikan perspektif filsafat
sering dilakukan. Ketika dalam momen filsafat, suntikan daya ilmu-
ilmu sosial sengaja ditambahkan, Ini bukan untuk mengada-ada. Setiap
pendek ilmu h lah pong, bukan gejal sendiri. Kalau
tujuannya adalah jelaskan, lebih terjelask gejala adalah apa
yang perlu dikejar. Pilihan pendekatan mengabdi pada tujuan itu.
Bagaimana pokok-pokok metodologis itu diterjemahkan ke dalam

proses metodis?
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1.2, Catatan Metodologis II

Pertama, apa yang tersaji dalam buku ini didasarkan pada pengolahan
aneka sumber tertulis yang didayagunakan untuk melibati pertanyaan
“apa itu korupsi?” Sumber tertulis untuk tujuan itu cukup melimpah
sejak dasawarsa 1960-an. Namun, untuk melacak pengertian korupsi
jauh ke masa silam, sumber itu cukup langka. Atau, lebih tepat mesti
dikatakan bahwa sumber itu jelas tersedia, tetapi ketersediaannya ha-
nya muncul melalui penyingkapan kontekstual aneka sumber yang ti-
dak secara khusus membahas korupsi. Apa yang dibutuhkan adalah
menghindari jebakan anakroni yaitu cara hami gejala jauh

di masa lampau dengan kategori idiom dan arti masa kini. Dalam stu-
di korupsi, sejarawan Ronald Kroeze dan kawan-kawan mengingatkan
bahaya ini: “Korupsi seharusnya tidak diteliti dengan cara pandang
abad ke-217.¢

Implikasinya jauh. Bagi m}uan penyingkapan, apa yang ditempuh
adalah baca secara si 1p ic reading) karya para

pemikir/pujangga yang telah mcn]adl “penanda kultural zaman”.” Arti-
nya, apa yang dimaksud dengan korupsi dipahami menurut idiom dan
arti yang memang menggejala dari dalam teks itu sendiri. Misalnya,
Aristoteles juk pada

arti simtomatis korupsi dalam pemiki

kemerosotan bentuk rezim, berbeda dengan arti korupsi sebagai pe-
nyelewengan kekuasaan mandat yang simtomatis dalam karya Jeremy
Bentham di abad ke-19. Tentu, modus ini penuh risiko. Salah satu-
nya adalah risiko salah bidik, sebab karya-karya klasik seperti itu lebih
mengungkapkan apa yang seharusnya (normative). Di lain pihak, persis
dari apa yang normatif itu dapat dikenali problem korupsi yang ditang-
gapi para pemikir atau pujangga. Misalnya, Werner Jaeger, seorang oto-
ritas studi Aristoteles, mengenali bahwa gagasan politik Aristoteles sulit
dipahami tanpa melihat luasnya “kemerosotan” yang ia saksikan: “Ciri
kehidupan politik memangsa (predatory) [ylang lambat-laun mem-
bawa warga terperosok ke cara berpikir aneh, dan kehidupan berne-
gara menjadi korban gagasan egoistis”.* Arti korupsi dalam pemikiran
Aristoteles terkait erat dengan gejala itu.
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Cara memahami itu juga perlu
Untuk itu, langkah metodis juga mehbarkan pengolahan sumber-sum-
ber dari penelitian para ahli sejarah, sosiologi, politik, dan ekonomi
tentang gejala yang relevan bagi paham korupsi. Misalnya, dari karya
Bentham dapat lugas dikenali arti korupsi sebagai penyelewengan ke-
kuasaan mandar. Apakah kesimpulan itu tepat? Atas dasar studi para
ilmuwan sosial tentang kuatnya aspirasi pemerintahan perwakilan da-
lam keluasan praktik yang pada zaman itu disebut ‘korupsi lama’ (Old
Corruption),® dapat disimpulkan dengan probabilitas tinggi bahwa
pemahaman itu tidak meleset. Pada titik ini perlu dibuat jelas bah-
wa ancka sumber yang diolah bukan dimaksud untuk membuktikan
terjadinya praktik korupsi, melainkan untuk menunjukkan isi paham
korupsi yang beroperasi. Tentu, modus ini hanya satu di antara banyak
kemungkinan. Misalnya, tujuan riset yang sama dapat ditempuh mela-
lui pendckatan sejarah sosial (social history).

Kedua, pelacakan perkembangan arti korupsi dimulai dari zaman
silam, dengan mengolah beberapa sumber yang telah dihasilkan para
ahli. Studi para ahli dunia Yunani dan Romawi kuno sangat ber-
guna untuk keperluan ini. Karya-karya pemikir seperti Aristoteles,
Agustinus, Thomas Aquinas, dan Machiavelli dibaca dalam konteks-
nya. Juga akan dibahas kitab klasik Arthashastra karya Kautilya dari
India kuno abad ke-4. Demikian pula, dengan golah studi para
ahli, akan dilihat paham korupsi dalam tradisi Islam, termasuk pe-

mikiran sosok seperti Ibn Khaldiin. Untuk zaman modern, pelacak-

an ditempuh dengan baca dalam k ksnya beberapa contoh

yang mencerminkan pemikiran zaman, yaitu karya Thomas Hobbes,
Montesquieu, Adam Ferguson, Adam Smith, dan Jeremy Bentham.
Untuk zaman kontemporer, karya Max Weber akan dibaca secara khu-
sus, sebelum teropong diarahkan ke khasanah literatur studi korupsi
sejak PD II yang tersedia cukup melimpah.

Tentu, pilihan k-sosok itu I lah salah satu k
Kriteria apa yang dipakai memilih sosok-sosok itu? Jawabannya ada

g

dua. Pertama, konsultasi literatur yang dihasilkan para ahli di bidang-
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nya. Kedua, penilaian atas dasar studi personal dan tentu keterbatasan
saya dalam pengetahuan, ketersediaan bahan, waktu dan dana. Ter-
utama bagi pelacakan skematis pengertian korupsi sebelum abad ke-19,
si pemburu banyak belajar dari dialog dengan beberapa literatur yang
mengagumkan. Terutama perlu disebut kumpulan studi yang terbit di
awal 2018, berjudul Anticorruption in History: From Antiquity to the
Modern Era."® Antologi para sejarawan ini berisi 20 studi historiogra-
fis kebijakan anti-korupsi di dunia Yunani dan Romawi kuno, tradisi
Islam awal, Kekaisaran Ottoman, dan kawasan Eropa scjak Abad Per-
tengahan hingga periode kontemporer. Meskipun Bab historis 3, 4 dan
5 dalam buku ini telah ditulis lebih dulu, kekayaan temuan dalam an-
tologi itu sudah diintegrasikan di sini. Juga perlu disebut studi konsep
korupsi melalui sejarah gagasan, berjudul An Intellectual History of Poli-
tical Corruption (2014), karya Bruce Buchan dan Lisa Hill."" Buku ini
mencakup zaman Yunani-Romawi kuno dan berakhir di Eropa pada
ujung abad ke-18.

Ketiga, membaca karya-karya para pemikir klasik yang discbut di
atas melibatkan siasat tersendiri. Memahami konteks historis pemikir-
an tentulah sentral, tetapi lorong-lorong argumen subtil yang terlibat
dalam suatu pemikiran bukanlah hal yang dapat dimasuki begitu saja
dengan mengerti konteks. Latar belakang studi sangat membantu, te-
tapi presisi pemahaman diupayakan dengan berguru kepada para ahli.
Konsultasi kepada para ahli pemikiran sosok-sosok klasik itu pula yang
juga ditempuh dalam penelitian ini. Misalnya, dalam membaca ki-
tab Arthashastra karya Kautilya, saya mengonsultasikan presisi pema-
haman dengan mencermati studi para ahli kitab itu, seperti Thomas
Trautmann dan L.N. Rangarajan.”? Demikian pula dalam memahami
pemikiran sosok klasik lain. Umumnya para ahli itu tidak membahas
korupsi, tetapi studi mereka tentang perkara lain telah membantu
proses heuristik saya untuk memahami pengertian korupsi dalam pe-
mikiran sosok tertentu. Semua karya klasik itu dibaca dalam bahasa/
terjemahan Inggris. Beberapa karya dibaca dengan sering berkonsultasi
ke bahasa asli untuk menangkap nuansa yang dimaksud.'> Mengapa
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tidak membaca saja versi bahasa asli? Meskipun masih berbunyi, bebe-

rapa bahasa lain yang saya pelajari sekian tahun silam kini sudah terlalu

1 1 untuk dipakai baca kesubrtilan teks-teks itu.
Keempat, melacak pengertian konsep korupsi merupakan bagian

penting, tetapi bukan satu-satunya unsur horizon studi korupsi. Unsur
penting lain adalah persoalan yang kini telah menjadi bagian integral
studi korupsi, yaitu perdebatan definisi, kerag pendel studi

korupsi, dan korupsi sebagai persoalan moral. Dalam buku ini, pela-
cakan skematis paham korupsi akan disajikan dalam Bab 3, 4, dan 5.
Sedangkan perdeb definisi dan kerag: pendel studi ko-
rupsi dalam ilmu-ilmu sosial serta filsafat moral disajikan dalam Bab
2, 6, dan 7. Pengutipan harfiah dari aneka sumber kadang ditulis ter-

sendiri, atau lebih sering menjadi kutipan pada arus kalimat. Beberapa

kutipan dipinjam dari pengutipan penulis lain, karena sumber itu tidak
tersedia pada saya entah karena kemiskinan akses atau dana. Untuk
yang terakhir, dalam rujukan ditulis “sebagaimana dikutip dalam Q
(sumber)”. Terjemahan semua kutipan ke bahasa Indonesia saya laku-
kan sendiri, tentu dengan coba setia namun juga mempertimbangkan
kekayaan nuansa yang tidak selalu mudah dialih-pindahkan begitu saja
ke bahasa lain. Semua bisa diperiksa lagi dalam rujukan yang ditempat-
kan di belakang (endnotes), dengan maksud agar rujukan dan catatan
tidak mengganggu arus pembacaan.

Kelima, lantaran maksud buku ini adalah menawarkan horizon
bagi studi korupsi dan bacaan bagi para peminat, banyak hal sebisa
mungkin dirumuskan dengan cara yang dapat dipahami pembaca dari
latar belakang beragam. Tentu, itu tidak selalu berhasil, namun tidak
ada salahnya dicoba. Misalnya, bahasa ck 1i dalam kajian pem-
buruan-rente sebagai bentuk korupsi coba disajikan dengan cara yang

dimengerti pembaca awam yang tidak terbiasa dengan ekonometri. Se-

lain itu, keseluruhan buku ini melalui urutan bab-bab tentu dimaksud

K Il Kelenok 1

hingga gkapan p juga dicapai
dengan membaca seluruh buku. Namun, langkah itu tidak niscaya.

Setiap pembaca/peminat bebas membaca melalui pintu-masuk bidang
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masing-masing. Anda yang punya latar belakang atau minat di bidang
ilmu-ilmu sosial dapat mulai dari Bab 5. Anda yang lebih berminat
pada perkembangan historis, filsafat, dan teologi bisa mulai dari Bab
3. Anda yang lebih menaruh minat pada perdebatan definisi korupsi
dapat mulai dari Bab 2, sedangkan Anda yang lebih menaruh perhati-
an pada korupsi sebagai persoalan moral bisa mulai dari Bab 7. Tentu,
membaca secara urut dan lengkap tetap berlaku sebagai undangan.

Keenam, tanpa kemewahan waktu dan dana, penelitian untuk
buku ini amat terbantu dengan kemudahan akses ke banyak sumber
digital dan situs jurnal akademis. Beberapa literatur langka seperti
Arthashastra karya Kautilya (abad ke-4 SM) atau The Balance of Truth
karya pemikir Islam Katib Chelebi (abad ke-17) bahkan diperoleh dari
situs archive.org yang terbuka. Tentu, tetap saja banyak literatur sulic
terjangkau, baik karena alasan akses maupun dana. Seperti telah dise-
but, banyak han hati telah b bos kesulitan itu.

Perjalanan melalui bab-bab di depan akan panjang. Untuk itu, sa-
ngatlah berguna menata rute perjalanan.

1.3. Rute Perjalanan

Selepas pendahuluan (Bab 1) yang menjelaskan tujuan buku ini dan

dol d

pegangan met gis yang Bab 2 akan menyajikan

beberapa persoalan yang terlibat dalam pencarian definisi konsep ko-

rupsi. Tuj ya bukan untuk k definisi tertentu, melainkan
membuka kekayaan perdebatan yang kini menandai studi korupsi. Arti
konsep korupsi terbentuk melalui definisi, tetapi definisi (yang berarti
‘pemb: ’) selalu batasi arti. Cara definisi-kan seperti apa

yang mampu mengemban kekayaan konsep korupsi? Dengan melibati
pertanyaan itu, beberapa bias, tipologi, dan kriteria definisi korupsi
akan dibahas. Pertanyaan itu juga membawa langkah niscaya ke pela-
cakan kekayaan arti korupsi.

Bab 3 akan memulai pelacakan skematis arti korupsi dari zaman

kuno sampai Renai e. Setelah genali jejak | 1 dari za-
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man yang begitu silam, bahasan akan diarahkan pada karya Aristotles
dari dunia Yunani kuno, beberapa jejak dari dunia Romawi kuno, karya
Kautilya dari dunia India kuno, lalu berlanjut ke pemikiran Agustinus,
‘Thomas Aquinas, tradisi Islam, dan akhirnya Machiavelli. Dari pela-
cakan skematis ini terlihat bahwa konsep korupsi punya arti amat luas,
menunjuk ciri kemerosotan yang dapat dikenakan pada begitu banyak
gejala fisik, moral, sosial, politik, bahkan bahasa. Namun, cukup pasti
arti korupsi sebagai penyelewengan jabatan publik telah dicakup dalam
pengertian integralis itu, meskipun apa yang disebut ‘publik’ pada za-
man itu berbeda dengan apa yang kita mengerti dewasa ini.

Bab 4 melanjutkan pelacakan skematis selama zaman modern, yang
membentang dari abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Di sini akan
dibaca dalam konteksnya beberapa contoh karya para pemikir yang
boleh dipandang menjadi penanda paham zaman modern awal hingga
akhir, seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, Adam Ferguson, Adam
Smith, dan Jeremy Bentham. Dari survei itu tetlihat rivalitas antara
paham integralis korupsi sebagai kemerosotan seluruh tatanan hidup
dan paham korupsi yang lebih sempit sebagai penyelewengan jabatan
publik. Tarik-ulur ciri nostalgia ke masa lampau dan langkah progresif
ke depan yang menandai zaman modern ini tercermin dalam paham
korupsi. Akan diperlihatkan bahwa pada akhir abad ke-19, paham baru
korupsi yang dekat dengan pengertian dewasa ini telah muncul.

Bab 5 akan meneruskan pelacakan dengan membahas konteks re-
formasi dan aspirasi paham kekuasaan sebagai mandat rakyat yang
berkembang pesat selama abad ke-19, dilanjutkan dengan pembacaan
karya Max Weber tentang ciri khas birokrasi modern yang berpengaruh
mendalam pada paham korupsi dewasa ini. Di sini juga akan dibahas
bagaimana refleksi atas soal korupsi berpindah dari wilayah filsafat mo-
ral ke ilmu-ilmu sosial. Para ilmuwan sosial menjadi perintis studi ko-
rupsi setelah PD II, terutama muncul dalam kaitannya dengan konteks
pemb di neg egara yang baru
bahasan berlanjut ke perubahan konteks historis berakhirnya Perang

del

. Dari situ pem-

Dingin, peran garda-depan lembaga internasional pembangunan
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‘World Bank dan organisasi anti-korupsi Transp Internasional
yang lalu meluncurkan masalah korupsi menjadi perhatian seluas du-
nia. Tentu, dalam arus kisah ini akan ditunjukkan pergeseran paham

yang menandai konsep korupsi.
Bab 6 akan jikan | pendek ilmu-ilmu sosial
dalam s(udl korupsl Di sini dlbahas dek ) i. politologi
pologi, logi, psikologi hukum, dan beberapa pcndckatan

interdisiplin seperti kriminologi serta perspektif teoretis terhadap ko-
rupsi seperti Marxisme. Keragaman pendekatan itu kini telah menjadi
bagian integral studi korupsi. Apa yang disajikan dalam bab ini dapat
bermanfaat untuk mengembangkan bukan hanya studi korupsi, tapi
juga kepekaan dalam merancang agenda transformasi. Dalam bahas-
an juga akan diperlihatkan kelebihan dan kel gan yang dai

setiap pendekatan. Pada akhirnya setiap pendekatan adalah teropong,

bukan kompleksitas gejala yang diteropong itu sendiri. Dalam perde-
batan ilmu-ilmu sosial, apa yang rupanya kian diabaikan adalah alas-
an fund: | yang buat korupsi d dang sebagai p I

sepanjang zaman. Korupsi adalah konsep moral, dan bukan sekadar
urusan inefisensi serta kerugian sumber daya.

Bab 7 memungut masalah terakhir itu dengan membahas konsep
korupsi dari filsafat moral. Apa artinya korupsi sebagai persoalan mo-
ral? Mengapa disebut persoalan moral? Di mana ciri moral korupsi?
Terhadap pertanyaan seperti itu, beberapa perspektif filsafat moral da-
sar dalam memahami korupsi akan disajikan. Begitu pula akan dibahas
kaitan intrinsik antara ciri moral korupsi dan ciri institusional korupsi.
Perspektif filsafar moral dapat d
mengapa korupsi dipandang sebagai masalah sepanjang zaman, tetapi
juga membawa perluasan arti korupsi begitu rupa hingga pencarian
definisi kembali bergolak. Dalam tegangan itu terletak manfaat sebuah
horizon. Penelitian dan agenda pemb akan selalu t i
dalam keterbatasan, tetapi sebuah horizon akan membantu sang pene-
liti dan pejuang anti-korupsi lebih genali soal fund. | yang
dipertaruhkan. Dengan bab ini, perjalanan mengarungi horizon juga
berakhir. Tentu saja, sejarah tetaplah kisah yang gelisah.

b li alasan

P
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Bab 8 menutup buku ini. Sebagai ‘penutup’ ketimbang ‘kesimpul-
an’, bab akan menyajikan pokok-pokok yang dapat dipetik dari perja-
lanan bab pertama hingga terakhir. Beberapa implikasi bagi studi ko-
rupsi dan agenda tanggapan akan diajukan. Apakah buku ini berhasil

horizon yang dibangun dengan melibati pertanyaan “apa
itu korupsi”? Bukan saya yang berhak memberi penilaian itu.
Selebihnya hanya harapan sederhana. Bagi para aktivis, buku ini
mungkin dapat menemani duduk sejenak. Bagi para dosen dan maha-
siswa, buku ini mungkin dapat menjadi bagian bahan kuliah di per-
guruan tinggi tentang masalah korupsi dan anti-korupsi. Bagi para
pejabat, politisi dan profesional, buku ini mungkin bisa menjadi un-
dangan mengenali dalamnya persoalan. Bagi para peneliti dan peminat
lain, mungkin horizon yang tersaji ini membantu merawat kegelisahan.



